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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Narkotika 

Nasional, Pegawai Badan Narkotika Nasional dilarang 

menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapa pun 

juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 

pekerjaannya, perlu adanya pengendalian gratifikasi 

sebagai perwujudan dari integritas pegawai yang 

profesional, berperilaku dan berbudaya antikorupsi 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150; 

  3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5602); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

  13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901); 

  14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2085); 

  15. Peraturan Komisi Pemerantasan Korupsi Nomor 06 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1863); 

  16. Peraturan KepalaBadanNarkotikaNasionalNomor7Tahun 

2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 
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Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

395) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan PeraturanKepalaBadanNarkotikaNasionalNomor 

14 Tahun 2016tentangPerubahan atasPeraturan 

KepalaBadanNarkotikaNasionalNomor3Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

NasionalKabupaten/Kota(Berita Negara Republik 

IndonesiaTahun 2016 Nomor 778); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat 

BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang 

berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

2. Kepala adalah Kepala Badan Narkotika Nasional. 

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang 

selanjutnya disebut LPSK adalah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

5. Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasionalyang 

selanjutnya disebut Ittama BNN adalahunsur pengawas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
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Kepala BNN.  

6. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian 

gratifikasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. 

7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, 

barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, 

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. 

8. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi 

secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian 

kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan 

pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk 

membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi. 

9. Benda Gratifikasi adalah barang berwujud yang dapat 

dinilai dengan uang, yang diterima oleh dan/atau 

diberikan kepada pegawai. 

10. Uang/Barang/Fasilitas Lainnya adalah uang/barang/ 

fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh 

pegawai/tamupemberi dalam rangka mempengaruhi 

kebijakan/keputusan/perlakuanpemangkukewenangan 

dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, 

atau tanggung jawabnya. 

11. Fasilitas Lainnya Berbentuk Hiburan adalah segala 

sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik 

bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati 

sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, 

opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta 

hiburan yang melanggar norma kesusilaan. 

12. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas 

penerimaan dan penolakan Gratifikasi. 

13. Penerima adalah Pegawai beserta keluarga inti meliputi 

suami, istri dan anak-anak, yang bekerja di Lingkungan 

Badan Narkotika Nasional yang menerima Gratifikasi. 
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